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ABSTRAK 

 
Oktavia Nur Effendi. 201910115224. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Korban Kejahatan Child Cyber Grooming Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak. 

 

Pesatnya perkembangan masyarakat dibarengi dengan semakin berkembangnya 

teknologi internet yang memberikan dampak positif dan negatif. Salah satunya 

adalah berkembangnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dikenal 

dengan istilah child cyber grooming yang dilakukan dengan menggunakan 

teknologi internet dan menjadi kebutuhan utama di masyarakat. Hal ini tentunya 

menjadi perhatian dan peringatan terhadap masyarakat maupun pemerintah. Namun 

belum ada peraturan di Indonesia yang secara khusus mengatur hal ini secara legal. 

Bahkan ketika ada hukum positif yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mengkriminalisasi pelaku, ternyata masih menghadapi sejumlah kendala. 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan dan upaya 

hukum bagi anak korban child cyber grooming. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis bahan-bahan hukum 

yang terkait dengan penelitian ini, kemudian menyimpulkannya hingga menjadi 

kesimpulan deskriptif. Penelitian ini menunjukkan masih terdapat hambatan dalam 

undang-undang perawatan anak di Indonesia. Peraturan alternatif terhadap anak 

korban grooming dalam undang-undang tersebut, seperti Undang-Undang 

Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, 

dan UU Pornografi, ternyata masih memiliki celah yang dapat menimbulkan 

masalah lain, seperti ketidaksesuaian hukuman UU Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (TPKS) dan UU Hukum Pidana Indonesia dapat menjadi opsi lain yang 

suatu saat dapat mempertimbangkan dalam kasus yang melibatkan pengasuhan 

anak. Dalam hal ini, tampaknya lebih baik jika dibuat peraturan pemerintah dengan 

pembuktian dan sanksi pidana yang lebih dimaksimalkan. 

 

Kata kunci: child cyber grooming, kekerasan seksual, perlindungan hukum 
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ABSTRAK 

Syafira Raftsanjani Andarini, 201910115266, Upaya Hukum Terhadap Anak 

Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Aplikasi Daring   

Setiap anak yang lahir kedunia memiliki haknya masing-masing, salah satu haknya 

adalah mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan 

eksploitasi. Nyatanya pada masa sekarang masih banyak anak yang belum 

mendapatkan perlindungan haknya, banyak sekali kejahatan yang menimpa anak-

anak sebagai korban. Salah satu kejahatan eskploitasi seksual komersial terhadap 

anak. Diimbangi pula dengan kemajuan teknologi yang mudah sekali untuk diakses 

oleh siapapun termasuk anak tersebutlah yang memudahkan para pelaku untuk 

memperjualbelikan seksual dari anak tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi alasan 

mengapa perlindungan anak harus ditegakkan, agar kasus eksploitasi seksual 

komersial terhadap anak berakhir dan anak-anak dapat menjalani kehidupan dan 

mendapatkan haknya kembali untuk terus tumbuh dan berkembang. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang 

diterima oleh anak korban serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak 

korban eksploitasi seksual komersial melalui aplikasi daring tersebut. Penulis 

menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang. 

Dalam mengolah data tersebut penulis berusaha untuk menjelaskan dengan 

Undang-Undang sebagai bahan untuk melihat bagaimana bentuk perlindungan 

terhadap anak tersebut. 

Pada penelitian ini penulis menemukan hasil mengenai bentuk perlindungan yang 

dapat diberikan kepada anak korban eksploitasi seksual komersial dengan 

perlindungan secara preventif dan represif, serta upaya hukum terdiri atas upaya 

rehabilitasi, restitusi serta berbagai pendekatan sebagai upaya hukum. 

 

Kata Kunci: Anak Korban, Aplikasi Daring, Eksploitasi Seksual Komersial, Media 

Sosial, Perlindungan Hukum 
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ABSTRAK 

Muhammad Ridho, 201910115287, Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian 

Terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Masa Kampanye 

2019 Melalui Media Sosial. 

Dalam Masa kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Presiden dan 

Wakil Presiden sering terdapat oknum pendukung pasangan calon yang 

menggunakan kata-kata kasar yang merupakan ujaran kebencian (hate speech). 

Ujaran kebencian dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, 

perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita 

bohong yang bertujuan menciptakan kebencian terhadap individu atau kelompok 

masyarakat berdasarkan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, antargolongan di 

jejaring media sosial. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Ujaran 

Kebencian Terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Masa 

Kampanye 2019 Melalui Media Sosial”. Memiliki rumusan masalah Apakah 

ujaran kebencian terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada masa 

kampanye 2019 melanggar Undang-Undang Pemilu, Bagaimanakah penerapan 

pemberian sanksi terhadap pelaku dalam tindak pidana ujaran kebencian pada 

masa kampanye pemilu 2019. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif 

dalam menganalisa permasalahan dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan 

cara menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Landasan teori 

yang digunakan yaitu teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban 

pidana. 

Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 

perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku Imran Sasmi telah 

melanggar peraturan mengenai Undang-Undang Tentang Pemilu. Namun dalam 

pemberian sanksi terhadap pelaku menggunakan ketentuan pasal 45A ayat (2) jo 

28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Kampanye, 

Media Sosial. 

 

 

 


